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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Panggilan cinta yang suci adalah pernikahan.
 Dalam memenuhi panggilan cinta ini ada beberapa hal perlu ditempuh, salah satunya proses pencarian, ta’aruf, khitbah dan berlanjut ke jenjang pernikahan. Berbicara cinta sering kita kaitkan dengan lawan jenis. Cinta adalah salah satu bentuk kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah kepada manusia. Setiap manusia dihiasi oleh Allah dengan perasaan cinta pada banyak hal. Salah satunya yang disebut di atas cinta seorang lelaki kepada seorang perempuan, demikian juga sebaliknya. Rasa cinta bisa menjadi anugerah dan tetap kefitrahannya jika meluapkan sesuai dengan bingkai nilai-nilai Ilahiyah, yaitu melalui jalan pernikahan. Lewat pernikahan ini akan mampu menyalurkan hasrat yang tidak hanya memperoleh kenikmatan semata, akan tetapi juga mendapatkan pahala. Akan tetapi, perasaan cinta dapat membawa manusia ke jurang kenistaan bila diumbar demi kesenangan semata dan dikendalikan nafsu liar.

Islam sebagai syari’at yang komprehensif, memberi koridor bagi penyaluran fitrah ini dan juga memberikan perhatian pula terhadap seorang perempuan yang akan memilih suami. Demikian pula kepada wali nikah, dianjurkan agar memilih calon suami yang shalih bagi putrinya, tidak boleh gegabah dalam memilih pasangan.
 Demi kenyamanan dalam bercinta antara masing-masing pihak harus memang ada rasa yang tumbuh dalam hatinya, bukan karena paksaan ataupun terpaksa. Oleh karena itu, seorang baik lelaki dan perempuan tidak asal memilih pasangan untuk dijadikan pendamping hidupnya walaupun memunuhi empat kriteria, yaitu harta, nasab, kecantikan serta karena agamanya.
 Akan tetapi, harus ada rasa yang sama antara masing-masing pihak (cinta). Kriteria itu tidak memastikan mencapai Sakinah Mawaddah wa Rahmah, karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang abadi dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
 Namun yang paling diprioritaskan bagi seorang perempuan adalah agama dan akhlaknya. Nabi Saw. bersabda: 
1084 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اْلحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ, عَنِ ابْنِ وَثِيْمَةَ النَّصْرِيِّ, عَن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ))إِذَاخَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَونَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فيِ الأرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ)).

Artinya:“Qutaibah menyampaikan kepad kami dari Abdul Hamid bin Sulaiman, dari Ibnu Ajlan, dari Ibnu Watsimah an-Nashri, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: jika seorang melamar (anak perempuan atau kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha dengan agama dan akhlaknya, nikahilah dia (dengan anak perempuan kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi.”

Meminta izin kepada yang bersangkutan merupakan hal yang diwajibkan pula. Nabi Saw. bersabda: 

3473- حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري: حدثنا خالد بن الحارث: حدث هشام عن يحي بن أبي كثير: حدثنا أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ)).
Artinya:”Ubaudullah bin Umar bin Maisarah al-Qawariri menyampaikan kepadaku dari Khalid bin al-Harits, dari Hisyam, dari Yahya bin Abu Katsir,  dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintain izin persetujuannya.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah! Bagaimanakah tanda izinnya?” Beliau menjawab: “jika dia diam.”

Riwayat lain menceritakan seorang sahabat yang meminta pertolongan Rasulullah untuk meminang salah satu perempuan dengan melalui Beliau. Tentunya Rasulullah di saat meminang beliau meminta persetujuan dari pihak perempuan.

Meminta izin merupakan syarat yang tidak tertulis dalam syarat pernikahan, banyak orang tua yang masih menjodohkan anak perempuannya tanpa meminta restu atau izin anak tersebut. Mereka beranggapan sesuatu yang mereka pilih adalah baik, padahal apa yang dipilihnya atau dianggap baik oleh orang tua belum tentu baik menurut anak-anak mereka. Sehingga bagi anak perempuan yang terlalu patut terhadap orang tua, mereka (anak) selalu mengiakan apa yang diperintahnya tanpa melalui musyawarah, pada akhirnya masih berakhir di peraduan cerai meski pilihan orang tua.
Masalah jodoh atau pasangan hidup sudah ada yang menentukannya. Sebenarnya siapa yang punya hak untuk menentukan jodoh kita sebagai anak? semua tahu, kalau Allah sudah menentukan jodoh kita tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih, siapa yang akan kita pilih untuk menjadi pasangan hidup kita walaupun pada akhirnya Allah juga yang akan menentukan hasil akhirnya? Jodoh itu misteri Allah, tidak seorangpun yang akan tahu. Kita hanya bisa berusaha mencari yang terbaik, dalam hal ini tentunya yang terbaik menurut agama, bukan menurut nafsu ataupun keegoisan kita sebagai manusia biasa. Kadang terpikir, jika memang di berikan kesempatan untuk memilih dan menentukan pasangan hidup, kenapa selalu ada saja pihak-pihak yang berusaha ikut campur dalam masalah ini. Setiap anak yang menghormati dan berbakti kepada orang tua, tentunya sangat berharap kalau orang tua bisa mengerti dan memberikan kepercayaan kepada mereka sebagai anak untuk memilih pasangan hidup. Saya yakin semua orang tua ingin melihat anaknya bahagia dan tidak ingin melihat mereka hidup sengsara. Banyak orang tua yang tidak menyetujui pilihan sang anak, hanya karena calon pasangan hidupnya menurut mereka tidak akan bisa membahagiakan anak mereka. Entah karena kurang materi, status sosial ataupun pendidikan yang lebih rendah dari sang anak. Mungkin itu yang terbaik menurut versi pihak orang tua. Pada akhirnya hal itu menjadi latar belakang perceraian mereka, hanya karena sebab tidak sesuai hati ataupun tidak sesuai dengan yang ia harapkan.
Sering kita jumpai hal itu dilingkungan masyarakat, seperti yang kita ketahui di Indonesia beragam suku dan khas tersendiri. Sering disebut masyarakat majmuk yang berbeda adat dan istiadatnya, termasuk dalam menentukan pasangan hidup anaknya di saat meminang atau dipinang. Ada yang dipegang penuh oleh orang tua, artinya menentukan pilihan tergantung orang tua dan ada yang musyawarah dengan anaknya terlebih dahulu sebelum menyetujui lamaran tersebut. Dan juga ada yang dari pihak perempuan meminang kepada lelaki, bukan lagi dilamar tapi melamar. Hal ini secara penuh penentuan pilihan di pihak perempuan, adat ini dianut oleh masyarakat Minang yang dilakukan keluarga perempuan kepada keluarga lelaki yang dipilihnya.
 Sedangkan bagi pihak laki-laki dilarang untuk meminang atau menikah dengan non minang, karena dikhawatirkan jika si perempuan bukan dari Minang akan terputus dari suku Minang, hukum matrilineal  yang dianut di sana sehingga alur suku dari ibu bukan dari bapak. Jika perempuan non Minang akan terputus silsilah suku tersebut.
Berdasakan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian mendalam tentang “hak memilih suami seorang gadis perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”
B. Rumusan Masalah

1. Apakah seorang gadis memiliki hak untuk memilih?

2. Bagaimana hak seorang gadis memilih calon suami sendiri dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam?

3. Bagaima solusi agar tidak ada kontraversi antara anak dan orang tua dalam memilih calon?
C. Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui seorang gadis berhak memilih atau tidak

2. Untuk mengetahui hak seorang gadis memilih calon suami sendiri dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
3. Untuk menyelesaikan kontraversi antara anak dan orang tua dalam memilih calon.
D. Manfaat Kajian

1. Secara teoritis, Penelitian ini memberikan konstribusi terhadap Prodi Perbandingan Madzab untuk menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut yang lebih kritis, representatif dan luas.
2. Dilihat dari segi praktis, penelitian ini memberikan sumbangsih kepada pihak-pihak yang terkait baik yang terlibat dalam memilih calon suami.
E. Landasan Teori dan atau Telaah Pustaka
Penulis mencari landasan permasalahan dari berbagai bahan, baik dari sumber primer atau sekunder. Tujuan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan pembahasan. Oleh karena itu, saya mengkaji beberapa literatur terkait dengan pembahasa hak memilih suami seorang gadis perspektif hukum Islam dan hukum Positif.
Diantara buku yang membahas tentang peminangan adalah buku yang berjudul Cinta Produktif, buku tersebut menjelaskan bahwa peminangan atau khitbah hanyalah proses menentukan pilihan calon isteri atau suaminya, bukan akad nikah, dan belum merubah status keduanya menjadi hubungan halal, selain tidak dikhitbah orang yang lain. Maka, dalam proses khitbah tetap haram berdua-duan tanpa ditemani mahramnya, saling berpandangan dan bermesraan, wanita berias dan memakai parfum untuk menyambut sang penghitbahnya, bergandengan tangan, jalan-jaln bersama tanpa mahram dan hal yang menyangkut komunikasi lawan jenis.
 Dan dalam buku Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya bahwa bila seorang janda dinikahkan bukan atas dasar persetujuannya, maka akad nikah yang dilaksanakan adalah batal. Sedang bagi seorang perawan, bila dinikahkan tanpa izin darinya, maka dia boleh meneruskan pernikahan itu, atau boleh juga membatalkannya. Perawan maupun janda memiliki kebebasan mutlak dalam memilih calon suami dan menolak pinangan seorang lelaki. Tidak ada hak bagi orang tua atau wali nikah untuk memaksakan kehendak. Sebab dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Tidak akan mungkin tegak dengan sempurna dan meraih bahagia tanpa adanya gairah, cinta kasih dan ketentraman.

Berdasarkan telaah pustaka di atas tidak ada yang membahas peminangan dibanding antara Hukum Islam dengan Hukum Positif. Oleh karena itu, skripsi ini akan melakukan penelitian secara mendalam terhadap peminangan yang dalam kajian membandingkan antara Hukum Islam dengan Hukum Positif.
F. Metodologi Kajian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dengan model penelitian hukum deskriptif analisis.
 Penulis akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, laporan penelitian, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan dua  sumber bahan penelitian dalam spesifikasi penelitian hukum, yaitu : sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
a. Sumber Data Primer
Bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar utama dalam setiap pembahasan masalah yaitu :

1. Ayat al-Quran dan Hadits Nabi yang terkait

2. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, Jakarta : Lentera Baristama, 2001.

3. Sayyid Muhammad Sabiq, Fiqh Sunnah, Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013.
4. UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b. Sumber Data Sekunder

Melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari sumber hukum primer, dalam hal ini adalah adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan dan penafsiran- penafsiran yang mendukung sumber data primer untuk memperoleh pengertian dan pemahaman utuh. Diantaranya karya tulis, hasil penelitian para pakar artikel-artikel serta jurnal-jurnal yang dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik, yaitu :

1. Dra. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, Psikologi Keluarga Islam Berawawasan Gender, UIN MALANG PRESS, 2008.

2. Skripsi Muhammad Ihsan Armia, Kawin Paksa Dalam Perspektif Fikih Islam dan Gender, UIN Malang : tp, 2011.
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa tekhnik pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat dan valid, adapun tekhnik pengumpulan data valid penulis gunakan adalah metode dokumentasi dimana metode nantinya digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, skripsi, jurnal akademik, surat kabar, majalah dan sebagainya
 yang berhubungan dengan hak memilih suami seorang gadis.
4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dimana metode deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, lebih lanjut dikemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.
 Oleh karena itu peneliti akan menggambarkan secara objektif keadaan yang sebenarnya, terkait dengan tema yang diangkat.
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahsan dalam penyusunan skripsi tersebut adalah:

1. BAB I Pendahuluan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, telaah pustaka, metodologi kajian dan sistematika pembahasan
2. BAB II Hak Memilih Pasangan: Terminologi Hak, hak memilih pasangan dalam Hukum Islam, kriteria Calon Dalam Perspektif Islam, hukum memilih pasangan: perspektif Hukum Islam dan perspektif Hukum Positif
3. BAB III Tinjauan Umum Terhadap Pernikahan: Syarat dan rukun menikah, tujuan menikah, terminologi gadis dan perawan, hukum pemaksaan dalam menikah perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
4. BAB IV Analisis Terhadap Hak Memilih Suami Dalam Pernikahan: Analisa terhadap hak memilih suami dalam perspektif Hukum Islam, analisa terhadap hak memilih suami dalam perspektif Hukum Positif
5. BAB V
 Penutup: Kesimpulan, saran.
BAB II

HAK MEMILIH PASANGAN

A. Terminologi Hak

Hak adalah milik; kepunyaan.
 Hak secara termenologi ialah segala sesuatu yang harus didapat atau dimiliki setiap orang, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir tanpa diganggu gugat atau dicegah orang lain. Setiap orang memiliki hak dan kita mesti menjunjung tinggi hak tanpa membedakan status (pejabat atau bukan), golongan, keturunan, warna kulit, ras dan suku. Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999, yaitu:

1. Hak untuk hidup

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

3. Hak mengembangkan diri

4. Memperoleh keadilan

5. Atas kebebasan pribadi

6. Hak atas rasa aman

7. Atas kesejahteraan

8. Turut serta dalam pemerintahan

9. Hak wanita

10. Hak anak

Pada poin nomer 2, 9 dan 10 ada kaitannya, setiap orang berhak berkeluarga dan melangsungkan hidupnya dengan melalui pernikahan. Melaksanakan pernikahan merupakan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dan juga hak orang tuanya menikahkan, selain orang tua berhak dan berkewajiban menikahkan. Seorang anak berhak pula untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri.
Dalam Bab III bagian kedua pasal 10 ayat 1 UU 1945 bahwa “Setiap berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,” dan ayat 2 “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
B. Hak Memilih Pasangan Dalam Hukum Islam

Islam memberikan perhatian terhadap perempuan untuk memilih suami. Setiap manusia yang memiliki hasrat untuk menikah, tentunya ingin memiliki pasangan sesuai keinginan hatinya. Keinginan berpasangan dalam hidup serta berkeluarga adalah naluri setiap manusia normal. Kebutuhan seseorang akan pasangan hidupnya bersamaan dengan tuanya dengan kehadiran manusia itu di planet bumi ini. Pasangan hidup atau jodoh bukan saja tempat menyalurkan hasrat biologis kebutuhan seksual, tapi juga sebagai wadah untuk mendapatkan ketenangan batin seseorang. Karena itu, setiap orang berhak mendapatkannya.

Seorang perempuan, khususnya gadis berhak memilih pasangannya. Rasulullah menegaskan:
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم )  رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ
Artinya: "Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa ada seorang gadis menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberi hak kepadanya untuk memilih. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ada yang menilainya hadits mursal.

C. Kriteria Calon Dalam Perspektif Islam

Keluarga adalah bentuk dari miniatur masyarakat kecil. Dimana di dalamnya kita bisa belajar untuk menjadi masyarakat yang baik. Di dalam keluarga kita belajar menjadi pemimpin adil dan bijaksana, belajar menjadi motivator, belajar mendidik dan lain-lain. Di dalam Islam suatu keluarga harus didahului oleh suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan. Maka, seharusnya orang yang hendak kawin berhati-hati dalam memilih.

Pernikahan itu merupakan upacara yang suci yag harus dihadiri oleh kedua calon pengantin. Harus ada penyerahan dari pihak pengantin putri (Ijab) dan harus ada penerimaan dari pihak pengantin putra atau disebut juga dengan Qobul.
 Peristiwa ini sudah diatur di dalam agama Islam bahwa di dalam pernikahan harus ada Ijab dan Qobul.
Banyak firman Allah Swt. yang membahas tentang pernikahan dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Begitu pula dengan hadits-hadits Nabi banyak yang membahas tentang masalah pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Tetapi sebelum menginjak kepada masalah pernikahan biasanya dua orang (sepasang kekasih) saling Ta’arufan (kenalan) terlebih dahulu. Biasanya ini dilakukan untuk saling mengenal antara pihak yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.
Kriteria yang dianjurkan dalam memilih calon pasangan yang ideal dalam Islam adalah yang kafa’ah (serasi) dan shalih atau shalihah demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kafa’ah merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya keluarga yang harmonis. Dalam memilih pasangan yang perlu diukur agama dan akhlaknya. Lantas, bagaimana agar mengetahui calon pasangan kita. Maka, sebelum kita melanjutkan pada pernikahan dianjurkan untuk meminang atau mengkhitbahnya secara syari’at Islam bukan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Swt. Kafa’ah atau serasi di atas adalah ukuran keimanan dan ketakwaannya, bukan pada jenis kulit, suku, rasa, etnis ataupun yang lainnya.
Allah berfirman:

((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((   
Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Asbabun nuzul ayat di atas sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikhah bahwa fat-hul Makkah (penaklukan kota makkah) sahabat Bilal bin Rabah naik ke atas Ka’bah untuk mengumandangkan adzan. Beberapa orang berkata: “Apakah pantas budak hitam ini adzan di atas Ka’bah?” maka berkatalah yang lain: “Sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Dia akan menggantinya.” Ayat ini (QS. al-Hujarat: 13) turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada deskriminasi, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa.

Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam kitab mubahamat-nya (yang ditulis tangan oleh Basykual), yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud dalam tafsirnya bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hindi yang akan dikawinkan oleh Rasulullah Saw. kepada seorang wanita dari Bani Bayadloh. Bani Bayadloh berkata: “Wahai Rasulullah, pantaskah kalau kami mengawinkan putri-putri kami kepada bekas budak-budak kami?” ayat ini turun sebagai penjelesan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dan orang merdeka.
 

Rasulullah Saw. bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ, وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ, إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ)  رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ, وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
Artinya: Dari Abdullah bin Umar Radliyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenung dan tukang bekam." Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada kelemahan karena ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadits mungkar menurut Abu Hatim.

Beliau Saw. menyeru supaya dalam hal memilih suami hendaklah lebih mendahulukan pertimbangan soal akhlak dan agama daripada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Baginda Saw. menekankan supaya kita rela menerima dua hal itu dalam memilih suami akan dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan yang luas di kalangan masyarakat. Kerusakan tersebut akan dapat menghancurkan nasib anak gadis yang shalih jika ia diserahkan sebagai isteri kepada seorang lelaki fasik dan durhaka, hanya lelaki itu mempunyai banyak harta atau mempunyai kedudukan yang tinggi tanpa dibekali keimanan. Seakan-akan suami rasa tuan yang hanya memerintah dan mengambil manfaat saja kepada budak yang ia pelihara, sementara tugas dan tanggung jawab tidak dihiraukan sebagai suami yang hanya maunya saja tanpa memikirkan kenyaman pula terhadap istri. Hal ini sudah banyak ditemui, istri hanya menjadi babu di dalam rumah tangganya, sedangkan suami asyik dengan wanita-wanita lain di luar rumahnya.

Setiap manusia telah Allah tentukan pasangan hidupnya, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja bagi seorang wanita Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda : 

1084 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اْلحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ, عَنِ ابْنِ وَثِيْمَةَ النَّصْرِيِّ, عَن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ))إِذَاخَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَونَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فيِ الأرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ)).

Artinya:“Qutaibah menyampaikan kepad kami dari Abdul Hamid bin Sulaiman, dari Ibnu Ajlan, dari Ibnu Watsimah an-Nashri, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: jika seorang melamar (anak perempuan atau kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha dengan agama dan akhlaknya, nikahilah dia (dengan anak perempuan kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi.”

Di dalam lingkup masyarakat perempuan adalah orang yang pasif di saat harus menikah atau disebut penganut cinta konsumtif, sebab wanita hanya diam dan menunggu lelaki yang hendak meminangnya. Wanita jarang sekali bahkan belum 10% yang diketahui yang meniru Siti Khatijah, masyhurnya diam di tempat dan menunggu, namun wanita mempunyai hak untuk memilih sesuai yang mereka idamkan. Apa lagi saat ini banyak ditemui masa-masa pacaran, mengenal sebelum meminang. Dimana saat ini disebut bukan lagi zaman Siti Nurbaya yang tak lagi berlaku perjodohan dari orang tua sendiri. Mereka sepertinya wajib mengenal terlebih dahulu pasangan hidup mereka, akan tetapi yang Rasulullah Saw. tekankan kepada wanita lelaki yang telah diridhoi agama dan akhlaknya hendaklah diterima agar tidak ada kemudharatan. Rasulullah Saw. sendiri secara ekplisit dalam hadits Muslim memberi isyarat agar memilih pasangan hidup sesuai keinginan kita (yang dicintai).
Sehubungan dengan ini, al-Qur’an banyak sekali berbicara mengenai hak-hak kaum wanita. Bahkan hak-hak wanita ditegaskan oleh al-Qur’an itu sebagian besar tidak pernah diperoleh kaum wanita dalam sejarah hidupnya sebelum al-Qur’an diturunkan, terutama seperti yang dialami oleh kaum wanita zaman jahiliyah (pra Islam). Di antara hak-hak wanita yang disebutkan al-Qur’an, misalnya hak memperoleh perlindungan yang wajar, hak untuk memperoleh nafkah, hak dalam memperoleh bagian harta waris, hak untuk berusaha dan memperoleh hasil dari yang diusahakannya dan memilih pasanagan pasangan hidupnya.
 Namun, setelah terutusnya Rasulullah Saw. martabat wanita diangkat derajatnya dan mendapat kemulian dalam Islam.
D. Hukum Memilih Pasangan

Sebagaima yang kita ketahui anjuran memilih isteri yang diberikan kepada lelaki umumnya. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa seorang perempuan berhak memilih suami pula. Hal ini ada dua pandangan mengenai hukum memilih pasangan, ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

1. Perspektif Hukum Islam

Cinta kasih dan ketentraman tidak akan pernah terasa bila dalam pelaksaan pernikahanya dengan unsur paksa, akan sulit menumbuhkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah. Islam begitu peduli terhadap hak asasi manusia, salah satunya pemilihan suami juga diberikan kepada perempuan untuk memilih suami. Dalam pandangan Islam, baik perawan maupun janda mempunyai kebebasan mutlak dalam memilih calon suami dan menolak pinangan lelaki. Tidak ada hak bagi orang tua atau wali nikah untuk untuk memaksa kehendak.

Rasulullah bersabda:

3473- حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري: حدثنا خالد بن الحارث: حدث هشام عن يحي بن أبي كثير: حدثنا أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ)).
Artinya: ”Ubaudullah bin Umar bin Maisarah al-Qawariri menyampaikan kepadaku dari Khalid bin al-Harits, dari Hisyam, dari Yahya bin Abu Katsir,  dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintain izin persetujuannya.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah! Bagaimanakah tanda izinnya?” Beliau menjawab: “jika dia diam.”

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا, وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا؟)). قال: نعم.
Artinya: “Dari Ibnu Abbas Ra., bahwa Nabi Saw. bersabda: Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sedangkan perawan dimintai izin dirnya. Apakah izinnya diam?, Beliau menjawab: “Ya”.

سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم, عن الجارية ينكحها أهلها, أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم: ((نعم, تستأمر)). فقالت عائشة: فقالتُ له: فإنها تستحيي, فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:((فذالك إذنها إذا هي سكنت)). أخرجه البخاري
Artinya: “Saya mendengar Aisyah berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah tentang keluarga Jariyah yang menikahkannya, apakah dimintai izin atau tidak? Rasulullah menjawab: “Ya, dimintai izin. Aisyah berkata: “Dia malu.” Kemudian rasulullah menjawab: “Apabila ia diam, maka itulah izinnya.”

Berhak atas dirinya daripada orang tuanya bagi janda dalam segi apapun untuk mempersetujui pilihannya, sehingga janda tidak boleh dinikahkan hingga dia mempersetujui jika dari pihak orang tua untuk menikahinya. Sedangkan makna dia dalam persetujuan bagi perawan adalah sebagai makna persetujuannya dan dimintai izin itu disunnahkan. Menurut jumhur Ulama’ tidak disyaratkan untuk meminta izin, akan tetapi mengenai wali sebagai syarat sahnya nikah ikhtilaf Ulama’. Perspektif Imam Malik dan Syafi’i disyaratkan adanya wali dan tidak sah pernikahannya tanpa adanya wali, sedangkan perspektif Abu Hanifah tidak disyaratkan bagi jandan dan perawan yang sudah baligh berhak atas dirinya menikah tanpa restu dari orang tuannya.

Dirawikan dari Abdullah bin Abbas bahwa seorang anak gadis menghadap Rasulullah Saw. dan mengatakan kepada beliau bahwa ayahnya hendak menikahkannya, sedangkan ia sendiri tidak ingin menikah. Maka, Rasulullah Saw. menyerahkan kepadanya agar ia memilih (antara menerima keinginan si ayah atau menolaknya).

Sesuai riwayat hadits di atas Kaum Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri, menurut mereka seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya, atau menjadi wakil dalam pernikahan. Akan tetapi, apabila lelaki yang akan dinikahi wanita itu tidak sebadan atau sebanding dengannya (kafaah). Maka, wali berhak menghalangi pernikahan.
2. Perspektif Hukum Positif

Orang tua berhak memilihkan anaknya jodoh. Namun, pada faktanya pilihan orang tua terkadang tidak ada kecocokan atau disebabkan ada pilihan lain bagi anaknya, maka secara otomatis anak menolak pilihan orang tua. Secara hukum semua makhluk yang hidup memiliki hak tersendiri, baik hak hidup, hak ketenangan, berhak melangsung hidup dan hak yang lainnya. 

Yang termasuk hak di sini adalah hak untuk melangsung hidupnya dengan jalan pernikahan, tentunya dalam pernikahan itu ada pemilihan antara pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsung pernikahan dengan disetujui dua mempelai. Persetujuan dalam pernikahan berbeda dengan persetujuan jual beli, sewa menyewa dan persetujuan yang lain. Persetujuan yang hampir sama dengan yang lain adalah persetujuan untuk menetukan pilihan selama cocok, sedangkan ketidaksamaanya adalah persetujuan dalam pernikahan sudah ditentukan hukum. Maka, jika para pihak tidak memenuhi syarat tidak diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan.
Di dalam KHI Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan disebutkan pada pasal 17 ayat (1) bahwa sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan saksi nikah. Pada pasal 18 disebutkan bahwa bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab IV.

Dalam Bab IV persetujuan atas pilihan orang tua harus disetujui oleh calon mempelai, bila tidak ada persetujuan maka pencatat nikah tidak bisa melangsungkan pernikahan tersebut. 
Persetujuan pilihan termasuk dari rukun dan syarat pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 16 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Pada pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa bila ternyata perkawinan tidak disetujui salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak bisa dilangsungkan.
Jadi perkawinan yang tanpa adanya persetujuan atau pemilihan tidak dapat diberlangsungkan, karena menyalahi aturan Islam dan perundang-undangan tentang syarat perkawinan.
BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERNIKAHAN

E. Syarat dan Rukun Menikah

Syarat dan rukun merupakan hal yang akan menentukan sahnya suatu ibadah. Apa bila syarat dan rukunya terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah. Syarat pernikahan adalah suatu hal yang harus dipenuhi sebelum melangsung pernikahan. Sedangkan rukun pernikahan adalah sesuatu yang perlu dilakukan dan dipenuhi di saat melangsungkan pernikah. Syarat dilakukan sebelum melakukan pernikahan dan rukun dipenuhi ketika pernikahan dimulai. Namun, dalam syarat dan rukun banyak perbedaan hanya pada hakikatnya sama. Sama bermaksud untuk mengesahkan suatu pekerjaan tersebut.

Apabila syarat dan rukun terpenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan akan menimbulkan kewajiban dan bagi suami dan isteri. Adapun syarat pernikahan:

1. Syarat Nikah
Syarat pernikahan merupakan sebagai dasar penegak untuk berlangsungnya pernikahan, syarat nikah adalah:

a. Islam

Islam menganjurkan bila terdapat disalah satu calon yang belum masuk agama Islam, maka harus masuk Islam terlebih dahulu (membaca dua kalimat syahdat). Akan tetapi, jika calon mempelai non Islam dari laki-laki maka tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

b. Bukan Mahram

Mahram terbagi menjadi dua, mahram muabbad dan ghairu muabbad. Mahram yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak diperbolehkan dinikahi (mahram muabbad). Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 23
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Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

Jumhur Ulama’ menyimpulkan dalil atas dasarnya anak perempuan yang terjadi akibat air mani zina bagi pelakunya berdasarkan keumuman makna firman Allah: dan anak-anak perempuan kalian (an-Nisa’: 23).

Menurut madzab Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad ibnu Hambal keadaan bagaimanapun ia tetap dianggap sebagai anak perempuan, keumuman termasuk dalam makna ayat. Menurut Imam Syafi’i boleh mengawininya, mengingat anak tersebut bukan hasil jalan pernikahan (bukan secara syara’).

Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa terbagi menjadi tiga bagian:
1) Karena adanya hubungan nasab

2) Karena adanya hubungan musaharah (perkawinan)

3) Karena susuan

Para Ulama’ berbeda pendapat, menurut Imam Malik mengenai penyusuan yang menyebabkan mahram hanya dengan penyusuan saja, karena berdasarkan makna ayat di atas. Ulama’ lain mengatakan bahwa tidaka akan menjadi mahram bila penyusuan kurang dari tiga kali, sebagaimana sabda Rasulullah Saw dalam kitab Shohih Muslim:

حدثني أبو غسان المسمعي, حدثنا معاذ (ح). وحدثنا ابن المثني وابن بشار, قالا: حدثنا معاذ ابن هشام, حدثني أبي عن قتادة, عن صالح ابن أبي مريم, أبي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر ابن صعصعة قال: يا نبي الله! هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا.
Artinya: “Menceritakan Abu Ghissan Mismai, meceritakan Mu’adz kepada kami, menceritakan Ibnu Musanna dan Ibnu Basyar, berkata keduanya: Muadz ibn Hisyam, Abi menceritakan kepadaku dari Qatadah dari Sholih bin Abi Maryam, Abi Kholil dan dari Abdillah ibn Harits dari Ummi Fadli, seorang lelaki dari bani Amir ibn Sho’shoah berkata: “Wahai Nabiyallah! Apakah dijadikan haram yang menyusu hanya satu kali? Rasulullah menjawab: “Tidak.”

1450- عن عائشة, قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: وقال سويد وزهير إن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان.

Artinya: “Dari Aisyah Rah. berkata: Bersabda Rasulullah Saw. dan berkata Suwaid dan Zuhair bahwa sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Tidak dijadikan mahram sekali kenyotan dan dua kali kenyotan.”

c. Baligh

Para ulama’ madzab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Pada ulama’ berbeda pendapat mengenai baligh. Maliki, Syafi’i dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanafi tidak sependapat, sebab bulu ketiak tidak ada bedanya dengan bulu yang lain. Syafi’i dan Hambali mengatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan perempuan tujuh belas tahun.  Tujuh belas tahun merupakan batas maksimal dan menimal dua belas tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sembilan tahun.

d. Berakal

Berakal bagi calon mempelai tidak begitu disyaratkan, namun bagi seorang wali dan saksi diharuskan berakal, tidak gila atau terganggu fikirannya (terkadang sembuh terkadang kambuh).

e. Tidak Lagi Ihram

Jumhur Ulama’ orang yang ingin menikah tidak dalam keadaan ihram, baik haji maupun umrah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

1409- سمعت عثمان ابن عفان يقول: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يَخطب.
Artinya: “Saya mendengar Utsman bin Affan berkata: Bersabda Rasulullah Saw: Tidak diperbolehkan menikah orang yang sedang ihram dan tidak dinikahkan dan juga tidak diperbolehkan meminang.”

f. Tidak Terikat Hubungan Lain

Bagi seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah apabila dalam masa iddah atau masih terikat pernikahan lain. Hadits Nabi Saw. berbunyi:

عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل علي خطبة أخيه.

Artinya: “Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Saw. bersabda: Seseorang dilarang meminang yang sedang dipinang saudaranya (pinangan orang lain).”

2. Rukun Nikah

Selain disebutkan syarat untuk setiap ibadah, termasuk pernikahan, ada juga rukun. Rukun atau pilar pernikahan ada lima; sighat, calon suami, calon isteri, wali dan dua saksi.

a. Dua mempelai
Dengan mengetahui kesepakatan atau kerelaan dua pihak, lebih baiknya menghadirkan keduanya. Setiap akad, termasuk akad nikah didasari bertemunya antara dua mempelai. Jika tidak, maka pernikahan tersebut tidak bisa dilangsungkan kecuali atas dasar telah diwakilkan kepada orang lain.

Adanya dua mempelai merupakan rukun yang paling wajib, karena menjadi objek dalam pernikahan. Jika hanya ada satu mempelai, seumpama hanya ada seorang lelaki saja dan yang perempuan tidak ada atau sebaliknya. Maka tidak bisa dilangsungkan sebab tidak ada kejelasan dengan siapa ia untuk menikah. Dua mempelai mempunyai syarat, di antaranya syarat calon suami ialah halal menikahi calon isteri (Islam dan bukan mahram), ditentutakan dan tahu akan halalnya calon isteri baginya.

b. Wali
Wali dalam pernikahan adalah orang yang bertugas melangsungkan akad pernikahan atau yang menyerahkan. Wali pernikahan yang terikat dalam nasab (orang tua), adapun urutan wali nikah:

1) Ayah

2) Kakek (kakek dari pihak ayah)

3) Saudara lelaki kandung (kakak atau adik).

4) Saudara lelaki seayah

5) Paman

6) Anak lelaki paman dari pihak ayah

Jika keenam wali di atas tidak ada, maka jalan alternatifnya untuk dijadikan wali adalah wali hakim.

Adapun syaratkan bagi wali adalah:

1) Islam

2) Baligh

3) Berakal

4) Merdeka

5) Lelaki, dan

6) Adil.

Lelaki baligh, berakal dan matang bisa melangsungkan akad nikahnya dan tidak perlu meminta izin kepada orang lain. Para Ulama’ sepakat bahwa anak kecil atau orang gila untuk melangsungkan pernkahannya sendiri. Dan para Ulama’ juga sepakat bolehnya menikahkan anak-anak atau orang gila. Akan tetapi para Ulama’ berbeda pendapat siapa yang berhak menjadi wali sebagaimana perempuan tanpa wali.

Walayah disyariatkan untuk anak kecil atau orang gila, sebab mereka tidak memiliki kelayakan untuk bertindak secara hukum bagi urusan mereka sendiri sehingga membutuhkan orang lain untuk mengurusi kepentingan hidupnya, termasuk di antaranya adalah pernikahan mereka. Sedangkan bagi perempuan yang berakal dan baligh seorang wali bukan bertujuan untuk mengkekang, merendahkan atau menyetirnya menurut orang tuanya, akan tetapi di balik itu semua ada hikmah tertentu meski bagi perempuan baligh dan berakal tidak diharuskan adanya wali (ikhtilaf Ulama’).

c. Dua orang saksi
Saksi ditetapkan sebagai rukun nikah disyaratkan adil dan dapat dipercaya, selain itu Imam Abu Suja’ menyebutkan:

1) Islam

2) Baligh

3) Berakal

4) Merdeka

5) Lelaki, dan

6) Adil.

Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad secara yakin dan pasti.

d. Sighat akad
Sighat akad adalah meliputi ijab dan qabul. Sighat disyariatkan menggunakan lafal-lafal tertentu, tidak diharuskan ijab mendahului qabul (boleh mendahulukan qabul)
 dan juga tidak disyarat berbahasa arab,
 menurut Hanafiyah boleh akad dengan cara apapun selama bermaksud untuk menikah.

Sighat ijab adalah ucapan wali atau wakilnya untuk menikahkan, seperti : ”Saya nikahkan atau kawinkan putriku fulanah”, dan qabul adalah jawaban suami atas ijab tersebut; “Saya terima nikahnya atau kawinnya.”

Sighat nikah disyaratkan selain disebukan di atas anatara lain:

1) Ijab dan qabul tidak ada tempo waktu yang lama, 
Ijab dan qabul berkesinambungan. Menurut Imam Syafi’i disyaratkan muwalah (secara langsung antara ijab dan qabul), tidak bermasalah jika hanya jeda waktunya sedikit, tetapi jika terlalu lama akan berpengaruh. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Hambali tidak mensyaratkan berkesinambungan, boleh ada jeda waktu yang lama selama tidak berpisah dalam satu majelis.
Di masa modern ini, kemajuan teknologi sehingga banyak orang bertanya tentang ijab dan qabul di lain tempat. Islam mudah, tapi jangan dipermudah, syariat tidak melarang melangsungkan akad di lain tempat. Akan tetapi, ijab dan qabul berurutan dan kelangsungan bisa diwujudkan dan masing-masing pihak mengetahui identitas pihak tanpa ada unsur pemalsuan.

2) Kesesuaian Ijab dan Qabul
Ijab dan qabul tidak sesuai, maka akad tersebut tidak sah dan pernikahannya batal. Contoh, wali mengucapkan dalam ijabnya dengan mahar 100.000, dan calon suami mengucapkan dengan mahar 200.000. Akad seperti ini tidak sah, karena antara ijab dan qabul tidak sama atau tidak sesuai.
3) Tidak berta’liq
Akad nikah tidak diperbolehkan berketergantungan, seperti dalam ijab; “Saya nikahkan engkau dengan puteriku setelah musim semi tiba.” Menggantungkan di sni sebagaimana redaksi kalimat di atas akad itu berlaku setelah musim semi tiba, akad yang seperti ini yang tidak sah.
4) Tidak menarik ucapan ijab
Yang mengucapkan ijab tidak menarik kembali sampai pihak lain mengucapkan qabul, selang waktu ijab dan qabul harus terjaga pernyataannya sehingga pihak yang bersangkutan menyetujui atau menerima. Jika ijab tersebut ditarik kembali, maka akad tersebut batal.

F. Tujuan Menikah

Setiap sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya anjurkan ada hikmahnya. Adapun hikmah perkawinan yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar

Naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyalur seksual secara tidak benar dapat dihindari. Oleh karena itu, ulama’ fikih menyatakan  bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akibatnya.

Allah Swt. berfirman:
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Arinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

2. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan Menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan

Mengembangkan keturunan secara sah melalui perkawinan yang benar akan lebih sempurna dalam kehidupan di dunia, sebab jika telah membuahkan keturunan dalam perkawinan yang sah nasab kebapak ibuan akan ditemui oleh seorang anak dengan mudah. Memperbanyak keturunan merupakan hal yang suka oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana sabdanya:

3. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak dan Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan isteri

Membagi tanggung jawab antara suami istri dalam keluarga bukan bersifat individu, akan tetapi meski terbagi tanggung jawab antara masing-masing pihak tetap dipikul secara bersama

4. Menyatukan keluarga masing-masing pihak

Membentuk keluarga dari jalur nasab yang berbeda akan memperbanyak keluarga serta akan mempererat tali silaturrahim antara keluarga yang satu ke keluarga yang lain 

5. Memperpanjang usia.

Hasil penilitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya daripada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.

6. Mempertahankan keberlangsungan hidup manusia di bumi

Angka kematian terus meningkat pada masa sekarang, andaikan angka kelahiran tidak ada. Maka kehidupan tidak akan berlangsung, sebab jika bukan makhluk yang mewarisi atau menghuni bumi akan berdampak pada rantai kehidupan yang punah. Pertambahan makhluk akan memperkokoh kekuatan di bumi, karena jika ada yang mati maka ada yang lahir.

7. Mendapatkan Ketenangan
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara keduanya yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tanggannya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga yang diisyaratkan secara ekplesit dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 bahwa kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam adalah sakinah (tentram/kedamaian), mawadah (kasih sayang) dan rahmah (berkah). Ulama’ tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga tersebut, dari suasana as-sakinah akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Kemudian setelah terjalinnya hubungan as-sakinah dan al-mawaada akan terlahir ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah Swt. sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami isteri dan anak-anak mereka.

G. Terminologi Gadis dan Perawan

Gadis adalah anak perempuan yang sudah akil baligh yang belum kawin. Gadis bermacam-macam:

1. Gadis besar adalah gadis yang sudak sampai 18 tahun

2. Gadis kecil adalah gadis yang sangat muda (13 tahun)

3. Gadis tanggung adalah gadis yang sedang umurnya (belum dewasa, tetapi tidak kanak kanak lagi)

4. Gadis tua adalah gadis yang telah berumur lebih dari 35 tahun, teapi belum menikah; perawan tua.

Perawan adalah anak perempuan yang sudah patut kawin atau perempuan belum bersetubuh dengan laki-laki. Perawan juga ada macamnya:

1. Perawan kencur adalah perempuan yang menginjak dewasa

2. Perawan sunti adalah  anak perempuan yang mulai gadis (perawan kecil); perawan kencur

3. Perawan tua adalah gadis yang sudah tua dan belum menikah.

Gadis dan perawan di atas adalah secara bahasa yang disebutkan dalam KBBI (Kamus Besa Bahasa Indonesia). Secara istilah gadis dan perawan adalah anak perempuan yang masih belum pernah diwati’ (kawin) baik melalui jalan halal maupun jalan haram.

H. Hukum Pemaksaan Dalam Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Di dalam pernikahan ada syarat yang perlu dipenuhi, yaitu wali nikah. Apakah wali patut memaksa anaknya untuk menikah tanpa kerelaan dan persetujuannya, sementara kedua pihak antara anak dan orang tua tidak sejalan? Beberapa imam berbeda pendapat, tidak semua imam mensyaratkan perwalian dalam pernikahan. Bahkan ada yang berpendapat wali tidak diperbolehkan memaksa menikahkan anaknya tanpa kerelaan hatinya.

Pendapat yang tidak diperbolehkan wali memaksa adalah eksklusif untuk janda, sementara untuk perawan masih ada perdebatan atau perbedaan pendapat. Sekelompok Ulama’ berpendapat dibolehkannya seorang wali menikahkan tanpa izin dan persetujuan, sementara yang lain tidak. Hanya saja bagi siapa saja wali yang berhak memaksa.

Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat wali boleh memaksa menikahakan atau mengawinkan tanpa adanya restu atau izinnya, seperti halnya anak perempuan yang masih kecil. Sedangkan imam yang lain, seperti Imam Ats-Tsauri, Ibnu al-Mundzir wali tidak memaksakannya menikah.

Adapun dasar imam-imam yang tidak memperbolehkan memaksa sebagaimana nash berikut:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم )  رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ
Artinya: "Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa ada seorang gadis menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberi hak kepadanya untuk memilih. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ada yang menilainya hadits mursal.

- حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري: حدثنا خالد بن الحارث: حدث هشام عن يحي بن أبي كثير: حدثنا أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ)).
Artinya: ”Ubaudullah bin Umar bin Maisarah al-Qawariri menyampaikan kepadaku dari Khalid bin al-Harits, dari Hisyam, dari Yahya bin Abu Katsir,  dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintain izin persetujuannya.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah! Bagaimanakah tanda izinnya?” Beliau menjawab: “jika dia diam.”

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا, وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا؟)). قال: نعم.
Artinya: “Dari Ibnu Abbas Ra., bahwa Nabi Saw. bersabda: Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sedangkan perawan dimintai izin dirnya. Apakah izinnya diam?, Beliau menjawab: “Ya”.

سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم, عن الجارية ينكحها أهلها, أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم: ((نعم, تستأمر)). فقالت عائشة: فقالتُ له: فإنها تستحيي, فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:((فذالك إذنها إذا هي سكنت)). أخرجه البخاري
Artinya: “Saya mendengar Aisyah berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah tentang keluarga Jariyah yang menikahkannya, apakah dimintai izin atau tidak? Rasulullah menjawab: “Ya, dimintai izin. Aisyah berkata: “Dia malu.” Kemudian rasulullah menjawab: “Apabila ia diam, maka itulah izinnya.”

Hadits di atas jelas bagi janda untuk dimintai izin dan persetujuannya, karena janda sudah ada kebebasan atas dirinya sendiri untuk menikah. Sedangkan bagi perawan harus dimintai izin atau persetujuannya.

Menikahkan anak perempuan yang perawan, apalagi janda memang tidak ada anjuran dalam nash al-Qur’an untuk memaksa anaknya menikah. Bahkan Allah Swt. berfirman telah menciptakan di antara suami isteri rasa kasih sayang dan saling mencintai agar senang dan tentram. Secara logika saja, seorang tidak akan tampak tenang tanpa adanya cinta di hatinya. Apalagi dengan unsur paksa tanpa ada kerelaan kedua pihak akan pernikahannya.

Berdasarkan nash di atas, para Ulama’ menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan secara paksa hukumnya batal seperti akad jual beli dan sewa menyewa, kecuali para pihak merelakan maka hukumnya sah.

Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran anatara suami dan isteri, seorang isteri diberikan oleh syariat Islam untuk membebaskan diri dari suami yang tidak disukainya. Sebagaimana dirawikan dari Abdullah bin Abbas bahwa seorang anak gadis menghadap Rasulullah Saw. dan mengatakan kepada beliau bahwa ayahnya hendak menikahkannya, sedangkan ia sendiri tidak ingin menikah. Maka, Rasulullah Saw. menyerahkan kepadanya agar ia memilih (antara menerima keinginan si ayah atau menolaknya).

Islam memang tidak pernah mengajarkan memaksa sesama manusia, apalagi berkaitan dengan memilih pasangan hidup. Untuk mencapai puncak sakinah, mawaddah warahmah adalah adanya saling cinta dan kasih antara keduanya.

Syariat Islam memberikan berapa jalan alternatif, diantaranya:

1) Mengangkat dua mediator (penasehat atau penengah), mediator satu yang diangkat suami dan yang kedua oleh isteri. Jika kedua mediator sepakat untuk memisahkan, maka keputusan itu berlaku.

2) Isteri mengkhulu’ suami dengaan mengganti mahar yang telah diambil dahulu, atau juga bisa menempuh jalur pengadilan jika suami tidak menerimanya.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974. Pada Bab II Syarat-syarat Perkawinan tertuang dalam pasal 6 ayat (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, kemudian pasal 7 menyebutkan ayat (1) Perkwinan hanya diizinkan jika pihak peria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. 

Di dalam KHI (Kitab Hukum Islam) IV Rukun dan Syarat Perkawinan disebutkan pada pasal 16 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Pada pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa bila ternyata perkawinan tidak disetujui salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak bisa dilangsungkan.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP HAK MEMILIH SUAMI DALAM PERNIKAHAN

A. Analisa Terhadap Hak Memilih Suami

Pemilihan pasangan hidup merupakan proses penyaringan dan penyortiran bagi setiap individu untuk memilih sesuai ketentuan yang mereka inginkan. Individu akan terus berkembang, dari masa kanak-kanak, remaja hingga masa dewasa. Masa dewasa berkisar antara usia 18-25 tahun, di usia itu banyak terdapat tugas yang mereka lakukan dan diselesaikan. Dari tugas perkembangan individu di antaranya mencari dan menemukan pilihan hati sesuai yang mereka inginkan.
Sehubung dengan pemilihan pasangan hidup, peran orang tua sangat berpengaruh. Orang tua adalah orang yang pertama kali mengajarkan segala sesuatu, orang tua menjadi penengah atau penasehat, termasuk menasehati dalam memilih pasangan hidupnya yang tepat, tentunya orang tua ingin melihat anak-anaknya bahagia dalam rumah tangganya. Namun sebagian kecil terkadang menjadi kontradiksi antara pilihan orang tua dan anak disebabkan orang tua tidak begitu setuju dengan pilihan anaknya, mungkin dari faktor pendidikan, pekerjaan (ekonomi) atau yang lain.
Setelah adanya ketidakcocokan orang tua tidak merestui hubungan mereka, lantas bagi anak ada dua kemungkinan: ada yang menuruti keinginan orang tua dan sebaliknya. Bagaimana sebenarnya peran orang tua untuk memilih pasangan hidup mereka agar tidak ada kontradiksi antara orang tua dan anak, sehingga dalam rumah tangga mereka harmonis dan mencapai sakinah, mawaddah, warahmah? Sesuai pemaparan sebelumnya bahwasanya perlu dikaji ulang dalam dua sisi, perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

1. Analisa Terhadap Hak Memilih Suami Dalam Perspektif Hukum Islam
Islam memberikan perhatian terhadap perempuan untuk memilih suami, Islam sangat mempertimbangkan nilai-nilai kesamaan, kesetaraan dan kebebasan. Setiap individu bebas melakukan perbuatan hukum dengan rasa tanggung jawab, bahkan sampai pada permasalah keyakinan. Sebagaimana firman Allah Swt:
(( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((((   
Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Islam begitu memperhatikan kemaslahatan, mengenai perjodohan atau pemilihan bukan dari atas dasar suka ada mabsadatnya. Di samping paksaan memang tidak diperbolehkan, karena memang memaksa perempuan untuk mencintai pada apa yang sejatinya belum mereka cintai seutuhnya akan tidak memproleh puncak kebahagian seutuhnya pula. Apalagi dengan jalan paksa yang telah jelas disebutkan dalam al-Qur’an, Allah Swt. berfirman:

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat ini menjelaskan warisan dengan jalan paksa, suatu apapun jika berbetuk paksaan tidak diperbolehkan, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Secara mutlah tindak semacam itu adalah hal yang dilarang, baik secara Hukum Islam maupun Hukum Positif.
Bagaimanapun untuk menempuh hidup yang harmonis tentu harus dilandasi suka sama cinta dan sikap kasih sayang antara dua belah pihak.
Secara umum al-Qur’an memang tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (ijbar), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Hal itu sesuai dengan prinsip al-Qur’ân, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum. Secara eksplisit al-Qur’ân menjelaskan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya. al-Qur’an surat al-Baqarah: 234 menyebutkan:

((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((
Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka  menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Ayat ini merupakan perintah Allah yang ditunjukkan pada seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka mereka harus melakukan idahnya selama empat puluh hari. Hukum ini juga berlaku pada isteri yang sempat digauli dan juga pada isteri yang tidak sempat digauli.

Firman Allah Swt:

((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( .
Artinya: “.... Kemudian kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka  menurut yang patut....” 

Maksud lanjutan ayat di atas adalah membiarkan perempuan yang telah habis masa idahnya, baik mereka dicerai atau ditinggal mati. Maka, tidak ada dosa baginya untuk menghias diri dan mempercantik diri serta menawarkan diri untuk kawin (menikah) sesuai syari’at.

Melalui ayat tersebut, sepintas kita dapat memahami bahwa seorang wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya enggan menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali. Sebagaimana pula hadist Nabi Muhammad Saw, yaitu:
3473- حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري: حدثنا خالد بن الحارث: حدث هشام عن يحي بن أبي كثير: حدثنا أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ)).
Artinya: ”Ubaudullah bin Umar bin Maisarah al-Qawariri menyampaikan kepadaku dari Khalid bin al-Harits, dari Hisyam, dari Yahya bin Abu Katsir,  dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintain izin persetujuannya.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah! Bagaimanakah tanda izinnya?” Beliau menjawab: “jika dia diam.”

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا, وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا؟)). قال: نعم.
Artinya: “Dari Ibnu Abbas Ra., bahwa Nabi Saw. bersabda: Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sedangkan perawan dimintai izin dirnya. Apakah izinnya diam?, Beliau menjawab: “Ya”.

سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم, عن الجارية ينكحها أهلها, أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم: ((نعم, تستأمر)). فقالت عائشة: فقالتُ له: فإنها تستحيي, فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:((فذالك إذنها إذا هي سكنت)). أخرجه البخاري
Artinya: “Saya mendengar Aisyah berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah tentang keluarga Jariyah yang menikahkannya, apakah dimintai izin atau tidak? Rasulullah menjawab: “Ya, dimintai izin. Aisyah berkata: “Dia malu.” Kemudian rasulullah menjawab: “Apabila ia diam, maka itulah izinnya.”

Berhak atas dirinya daripada orang tuanya bagi janda dalam segi apapun untuk mempersetujui pilihannya, sehingga janda tidak boleh dinikahkan hingga dia mempersetujui jika dari pihak orang tua untuk menikahinya. Sedangkan makna dia dalam persetujuan bagi perawan adalah sebagai makna persetujuannya dan dimintai izin itu disunnahkan. Menurut jumhur Ulama’ tidak disyaratkan untuk meminta izin, akan tetapi mengenai wali sebagai syarat sahnya nikah ikhtilaf Ulama’. Perspektif Imam Malik dan Syafi’i disyaratkan adanya wali dan tidak sah pernikahannya tanpa adanya wali, sedangkan perspektif Abu Hanifah tidak disyaratkan bagi jandan dan perawan yang sudah baligh berhak atas dirinya menikah tanpa restu dari orang tuannya.

Kebebasan dalam memilih jodoh telah ditegaskan dalam Islam melalui pernyataan Rasulullah Saw. ketika beliau didatangi oleh seorang gadis sambil mengadukan tentang ayahnya yang telah memaksanya untuk kawin, Rasulullah Saw. Bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم )  رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ
Artinya: "Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa ada seorang gadis menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberi hak kepadanya untuk memilih. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ada yang menilainya hadits mursal.

Rasulullah Saw. memutuskan agar urusan perkawinan tersebut dikembalikan kepada anak gadis itu untuk memilih.
 Karena pada dasarnya setiap orang baik lelaki ataupun perempuan berhak untuk menentukan pasangan hidup masing-masing. Seorang laki-laki sebaiknya mengetahui sebelum mengajukan lamaran terhadap pasangan yang diinginkan agar tidak keliru dalam pilihannya atau salah atas putusannya, sehingga akan merusak perkawinan dan begitu pula sebaliknya.

Syariat Islam memberi petunjuk bagi orang tua agar tidak melaksanakan kehendaknya dalam masalah penentuan jodoh anak-anak mereka.
 Sebagaimana termafhum, perkawinan dalam Islam hanya dijalani dengan persetujuan bebas (kerelaan) dari kedua belah pihak
 baik dari pihak lelaki maupun pihak perempuan.

2. Analisa Terhadap Hak Memilih Suami Dalam Perspektif Hukum Positif
Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri.
 Perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974. Pada Bab II Syarat-syarat Perkawinan tertuang dalam pasal 6 ayat (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, kemudian pasal 7 menyebutkan ayat (1) Perkwinan hanya diizinkan jika pihak peria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.

Melaksanakan perkawinan hendaknya ada persetujuan dari dua mempelai, dikecualikan pada anak yang dibawah umur. Maka, perlu persetujuan dari kedua orang tuanya. Bila salah satu orang tua telah meninggal atau berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang lain. Dan jika wali enggan menikahkan, maka pengadilan yang memberi izin (wali hakim) atas pernikahannya.

Jadi perkawinan yang tanpa adanya persetujuan atau pemilihan tidak dapat diberlangsungkan, karena menyalahi aturan Islam dan perundang-undangan tentang syarat perkawinan.

Secara hukum semua makhluk yang hidup memiliki hak tersendiri, baik hak hidup, hak ketenangan, berhak melangsung hidup dan hak yang lainnya. 

Yang termasuk hak di sini adalah hak untuk melangsung hidupnya dengan jalan pernikahan, tentunya dalam pernikahan itu ada pemilihan antara pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsung pernikahan dengan disetujui dua mempelai. Persetujuan dalam pernikahan berbeda dengan persetujuan jual beli, sewa menyewa dan persetujuan yang lain. Persetujuan yang hampir sama dengan yang lain adalah persetujuan untuk menetukan pilihan selama cocok, sedangkan ketidaksamaanya adalah persetujuan dalam pernikahan sudah ditentukan hukum. Maka, jika para pihak tidak memenuhi syarat tidak diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan.

Persetujuan pilihan termasuk dari rukun dan syarat pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 16 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Pada pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa bila ternyata perkawinan tidak disetujui salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak bisa dilangsungkan.
BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan dan analisis data yang dikemukakan di atas dilihat dari dua kaca mata hukum, secara Hukum Islam dan Hukum Positif penulis menarik keimpulan sebagaimana berikut:

1. Perspektif Hukum Islam

Gadis yang sudah dewasa berhak menentukan pilihannya. Namun, jika wali ingin menikahkan anaknya harus meminta izin atau persetujuannya terlebih dahulu. Jika menolak, maka wali tidak boleh untuk memaksa. Dikecualikan gadis yang dibawah umur, maka perlu ada restu dari orang tuannya.

Sedangkan bagi janda berhak atas dirinya daripada orang tuanya dalam segi apapun untuk mempersetujui pilihannya, sehingga janda tidak boleh dinikahkan hingga dia mempersetujui.

2. Perspektif Hukum Positif

Persetujuan pilihan termasuk dari rukun dan syarat pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 16 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Pada pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa bila ternyata perkawinan tidak disetujui salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak bisa dilangsungkan.
Jadi perkawinan yang tanpa adanya persetujuan atau pemilihan tidak dapat diberlangsungkan, karena menyalahi aturan Islam dan perundang-undangan tentang syarat perkawinan. Bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya harus terlebih dahulu bermusyarah agar pilihan orang tua dan anak sehati.
B. Saran
Adapun saran penulis sesuai kesimpulan di atas adalah:

1. Para orang tua atau wali untuk bermusyawarah terlebih dahulu dalam memilih jodoh, agar ada kecocokan antara orang tua dan anak, sehingga dalam rumah tangga mereka terwujud sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Dilarang memaksa anak-anak mereka untuk menikah jika tidak sesuai hati mereka sendiri, karena cinta murni tanpa ada paksa itu dari hati.

3. Instansi terkait untuk memberi punyuluhan tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, agar para orang tua atau wali nikah untuk tidak memaksa anaknya menikah.
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